BUPATILAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 232\ /1.10/HK/2026

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGAN NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang :

Mengingat

e

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk tertib administrasi dan mengoptimalkan
penyelengaraan pemerintahan dan percepatan pelayanan
administrasi, perlu dilakukan pelimpahan wewenang
penandatanganan naskah dinas tertentu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Tata
Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten
Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019
tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANGAN
PENANDATANGAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

menetapkan pelimpahan wewenang penandatangan
naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Selatan yang meliputi Naskah Dinas Umum,
Naskah Dinas Bidang Kepegawaian, Naskah Dinas Bidang
Keuangan, Naskah Dinas Bidang Pengawasan, Naskah
Dinas Bidang Pemerintahan Desa dan Naskah Dinas
Bidang Perizinan dengan daftar sebagaimana tercantu
dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV,
lampiran V, lampiran VI merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu menjadi tanggung jawab pejabat penerima
pelimpahan;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 ApriL 2026

RITPATTI T AMDITN/ QLT AMTANT

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA
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LAMPIRANI :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 232.| /1.10/HK /2026
TANGGAL : 20 ApriL 2026
DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN NASKAH DINAS UMUM
Pejabat yang menadatangani
No Jenis Dialtitien SEKDA ASISTEN KEPALA PD
a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam
Bupati | Jabatan | SEKDA | Jabatan Bupati | Jabatan
1 | KEPUTUSAN
1. Keputusan Tim yang melibatkan instansi vertikal / lintas
PD/pihak eksternal v
Keputusan Bupati Melibatkan Internal OPD v
Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli v
Keputusan Bupati tentang Tim Narasumber v
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan
5. Barang/Jasa PPK/PPTK/Pengawas Lapangan/pejabat v
pengadaan)
6. Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur v v
7. Keputusan Bupati tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis v v
8. Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan v
9. Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil v
10. Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
(RENJA) v




No

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

KEPALA PD

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.l1l.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

SURAT DINAS

1. Surat Ke Kemeterian/Lembaga/ Provinsi

Surat ke Instansi Vertikal

v
v

>3
3. Surat ke Kabupaten Kota dalam dan luar Provinsi
4.

Surat Permintaan Data, dan Penyampaian Informasi kepada
PD

SURAT IZIN

1. Surat Izin Kepala PD/Kabag/Camat

2. Surat Izin Ess 3/4, PJF/staf

3. Surat Izin Staf

SURAT PERINTAH

1. Surat Perintah Kepala Bagian/Camat

2. Surat Perintah Ess 3/4, PJF, dan Staf

3. Surat Perintah Ess 3/4, PJF, dan Staf

SURAT TUGAS

1. Surat Tugas Kepala Bagian/Camat

2. Surat Tugas Ess 3/4, PJF, Staf

3. Surat Tugas Ess 3/4, PJF, Staf

SURAT EDARAN

1. Surat Edaran Internal PD




Pejabat yang menadatangani

No Jotin Dokt SEKDA ASISTEN KEPALA PD
a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam
Bupati |Jabatan | SEKDA |Jabatan | Bupati | Jabatan
7 | SURAT UNDANGAN
1. Surat Undangan Intansi Vertikal/lembaga v v
2. Surat Undangan antar PD v
3. Surat Pemberitahuan v
8 | SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
1. SPMT 3/4, JF, Staf v
2. Surat Tugas 3/4, JF, Staf v
9 | LEMBAR DISPOSISI
1. Surat Disposisi Kepala Perangkat Daerah v v v
2. Surat Disposisi Internal v

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 232.1 /1.10/HK/2026

TANGGAL : 20 ApriL 2026

DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

Pejabat yang menadatangani
INSPEKTUR KEPALA BKD

SEKDA ASISTEN JPTP lainnya

NO

Jenis Dokumen

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

Petikan Keputusan Bupati
tentang Pengangkatan
dan/atau Pemberhentian v v
Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS)

Petikan Keputusan Bupati
tentang Perubahan Status
Calon Pegawai Negeri Sipil v v
menjadi Pegawai Negeri Sipil
(PNS)

Petikan Keputusan Bupati
tentang Pemberhentian dari v
Pegawai Negeri Sipil

Pengambilan Sumpah dan
Penandatanganan Berita v v v
Acara Sumpah /Janji PNS

Petikan Keputusan Bupati
tentang Pengangkatan
dan/atau Pemberhentian v v
Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)




NO

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

INSPEKTUR

KEPALA BKD

JPTP lainnya

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

10

11

12

Dokumen Perjanjian Kerja
(kontrak kerja) Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)

v

v

v

Dokumen Analisis jabatan
dan analisis beban kerja
terhadap jabatan PNS

Petikan Keputusan Bupati
tentang Mutasi/Alih Tugas
PNS

Surat Perintah terkait
Mutasi/ Alih Tugas PNS

Surat Perintah
Melaksanakan Tugas bagi
Jabatan Pelaksana, CPNS
dan PPPK dilingkup
Perangkat Daerah/Unit
kerjanya

Surat pernyataan tidak
sedang menjalani tugas
belajar atau ikatan dinas

Petikan Keputusan Bupati
tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama
(JPTP)




NO

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

INSPEKTUR

KEPALA BKD

JPTP lainnya

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

13

14

15

16

¥ g

18

Petikan Keputusan Bupati
tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Pejabat
Administrator

Petikan Keputusan Bupati
tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Pejabat Pengawas

Surat Pernyataan Pelantikan,
bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama (JPTP)

Surat Pernyataan Pelantikan
bagi Pejabat Administrator
dan Pejabat Fungsional
Madya

Surat Pernyataan Pelantikan,
bagi Pejabat Pengawas dan
Pejabat Fungsional muda
dan jenjang dibawahnya

Pengambilan Sumpah dan
Penandatanganan Berita
Acara Sumpah/Janji Jabatan
ASN yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama (JPTP)




NO

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

INSPEKTUR

KEPALA BKD

JPTP lainnya

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

19

20

21

22

23

Pengambilan Sumpah dan
Penandatanganan Berita
Acara Sumpah/Janji Jabatan
ASN yang menduduki
Jabatan Administrator,
Jabatan Pengawas dan
Jabatan Fungsional

Petikan Keputusan Bupati
tentang Pengangkatan,
Pemindahan, Pemberhentian
dalam/dari Jabatan
Fungsional

Petikan Keputusan Bupati
tentang Pengangkatan
Kembali Jabatan Fungsional

Petikan Keputusan Bupati
tentang Pengangkatan
dan/atau Pemberhentian
dalam/dari tugas tambahan
PNS sebagai Kepala
Puskesmas dan Kepala
Sekolah

Surat Perintah Pelaksana
Tugas (Plt) dan Pelaksana
Harian (Plh) Pejabat
Administrator




Pejabat yang menadatangani

NO Jestis Bolcimain SEKDA ASISTEN INSPEKTUR KEPALA BKD JPTP lainnya
a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam a.n Dalam a.n Dala
. q. . m
Bupati | Jabatan | SEKDA | Jabatan | SEKDA | Jabatan Bupati | Jabatan | Bupati | Jabatan
24 | Surat Perintah Pelaksana
Tugas (Plt) dan Pelaksana
Harian (Plh) Pejabat v
Pengawas
25 | Surat Perintah Pelatihan
Kepeminpinan Nasional v v v
Tingkat II
26 | Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Latihan v v v
(STTPL) Pegawai Negeri Sipil
27 | Surat Tugas Belajar Mandiri
bagi ASN yang dilaksanakan
dalam lingkup Provinsi v
Lampung
28 | Surat Perintah Pelatihan
Kepeminpinan Administrator v >
dan Pengawas
29 | Surat Perintah Pelatihan
Dasar (Latsar) CPNS v v
30 | Surat Kenaikan Gaji Berkala
ASN v
31 | Petikan Keputusan Kenaikan
Pangkat dan Golongan PNS v




NO

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

INSPEKTUR

KEPALA BKD

JPTP lainnya

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

32

33

34

35

36

Surat pernyataan tidak
sedang dalam proses atau
menjalani hukuman disiplin
dan/atau proses peradilan

v

Semua Jenis Cuti ASN bagi
Pejabat Administrator,
Pejabat Pengawas, Pejabat
Fungsional dan Pelaksana,
CPNS dan PPPK yang
dilaksanakan di Luar Negeri

Cuti Tahunan, Cuti Sakit,
Cuti Melahirkan dan Cuti
Karena Alasan Penting bagi
Pejabat Adminstrator yang
dilaksanakan di Dalam
Negeri

Cuti Tahunan, Cuti Sakit,
Cuti Melahirkan dan Cuti
Karena Alasan Penting bagi
Pejabat Pengawas yang
dilaksanakan di Dalam
Negeri

Cuti Sakit lebih dari 14
(empat belas) hari dan Cuti
Karena Alasan Penting bagi
Pejabat Fungsional semua




NO

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

INSPEKTUR

KEPALA BKD

JPTP lainnya

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

37

38

jenjang, Pelaksana, CPNS
dan PPPK yang dilaksanakan
di Dalam Negeri

Cuti Tahunan, Cuti Sakit
kurang dari 14 (empat belas)
hari, dan Cuti Melahirkan
bagi Fungsional semua
jenjang, Pelaksana, CPNS
dan PPPK yang dilaksanakan
di Dalam Negeri

Penetapan Penjatuhan
Hukuman Disiplin Tingkat
Ringan Secara Berjenjang
Kepada Pegawai dilingkup
Perangkat Daerah/Unit
kerjanya

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA
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LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 232.1 /1.10/HK/2026
TANGGAL : 20 Aprit 2026

DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS BIDANG KEUANGAN

Pejabat yang menadatangani
SEKDA ASISTEN KEPALA BPKAD JPTP lainnya

a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam
Bupati | Jabatan | SEKDA | Jabatan | Bupati | Jabatan | Bupati | Jabatan

Jenis Dokumen

Rencana Kerja dan Penganggaran (RKP) serta
Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) Dana

Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan Cukai Hasil v
Tembakau

Rencana Penggunaan Dana Insentif Fiskal

Daftar Kontrak Kegiatan dan Laporan
Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian
Keluaran (output) Kegiatan DAK Fisik
Perbidang/subbidang dan Laporan Sisa DAK
Fisik dan/atau Penggunaan Sisa DAK Fisik

Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Laporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Laporan Realisasi Belanja Pegawai Berupa
Gaji dan Tunjangan PNSD v




Pejabat yang menadatangani

' SEKDA ASISTEN KEPALA BPKAD JPTP lainnya
NO Jenis Dokumen
a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam
Bupati | Jabatan | SEKDA | Jabatan | Bupati | Jabatan | Bupati | Jabatan
7 | Laporan Realisasi Belanja Pegawai Berupa
Tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD v
(TPP)
8 | Laporan realisasi belanja pegawai berupa gaji
dan tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK v
untuk Guru dan Non Guru
9 | Peraturan Daerah tentang Tunjangan Hari
Raya (THR) dan Gaji ke Tigabelas N
10 | Laporan rencana pembayaran dukungan
penggajian PPPK daerah yang diangkat pada
tahun anggaran berjalan Pemerintah Daerah v
Kabupaten Lampung Selatan
11 | Berita acara rekonsiliasi atas penyetoran
pajak pusat Kabupaten Lampung Selatan v
12 | Keputusan Penetapan Pemberian Uang
Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah v
Kabupaten Lampung Selatan
13 | Keputusan Penetapan Nomor Rekening Giro
Dana BOK UPT Puskesmas Se-Kabupaten v
Lampung Selatan Pada PT. BNI (Persero)Tbk
14 | Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal v




Pejabat yang menadatangani

NO Tetiis Dk tites SEKDA ASISTEN KEPALA BPKAD JPTP lainnya
a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam
Bupati | Jabatan | SEKDA | Jabatan | Bupati | Jabatan | Bupati | Jabatan
15 | Laporan Realisasi Anggaran Bulanan,
Triwulan dan semester »
16 | Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola
Barang Milik Daerah v
17 | Keputusan Penetapan Penghapusan BMD
Kab. Lam-Sel Dalam Kondisi Rusak Berat v
Dengan Cara Penjualan Tanpa Lelang
18 | Keputusan Penetapan Penghapusan BMD
Berupa Aset Tanah Milik Pemerintah Kab. v
Lam-Sel
19 | Keputusan Penetapan Status Penggunaan
BMD pada Perangkat Daerah Kab. Lam-Sel v
20 | Keputusan Penetapan Penghargaan
Kepatuhan BMD Kab. Lam-Sel v
21 | Keputusan Penghapusan BMD dari Daftar
Barang Pengelola Barang v
22 | Keputusan Penetapan Status Penggunaan
BMD pada SKPD v
23 | Keputusan Penetapan Status Penggunaan
BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain b




Pejabat yang menadatangani

NO R N SEKDA ASISTEN KEPALA BPKAD JPTP lainnya
a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam
Bupati | Jabatan | SEKDA | Jabatan | Bupati | Jabatan | Bupati | Jabatan
24 Keputusan Penetapan Status Penggunaan
Sementara BMD Pengguna Barang/Kuasa v
Pengguna Barang
27 | Keputusan Penghapusan BMD Dari Daftar
Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang il
28 | Keputusan Penetapan Status Penggunaan
Sementara BMD Pengguna Barang/Kuasa v
Pengguna Barang
29 Laporan Semester I dan II Tahun Berjalan v
30 | Pencairan DAK v
31 | Berita Acara Serah Terima Barang v v

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA
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LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 2%2.\ /I.10/HK/2026
TANGGAL : 2026

DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS BIDANG PENGAWASAN

20 ApriL

NO

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

INSPEKTUR

JPTP lainnya

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

SEKRETARIAT

%

Keputusan tentang Pembentukan Tim
Satuan Tugas (SATGAS) Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat
Kabupaten Lampung Selatan

INSPEKTUR PEMBANTU 1

1.

Laporan Hasil Pemerikasaan Audit
Ketaatan Dana Desa

2.

Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Umum
Specific Grant (DAU SG)

3

Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Khusus
Fisik

. Laporan Hasil Reviu Standar Harga Satuan

dan Analisa Standar Belanja

. Laporan Hasil Audit Keamanan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

. Laporan Hasil Pengelolaan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara

AN ANANENA




NO

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

INSPEKTUR

JPTP lainnya

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

7.

Laporan Hasil Pendampingan Desa Anti
Korupsi

v

INSPEKTUR PEMBANTU 2

L

Surat Tugas Penjaminan Kualitas dan
Penilaian Mandiri, Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

. Surat Tugas Audit Kinerja

w

. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja

<

. Laporan Hasil Pemeriksaan Penjaminan

Kualitas/ Penilaian Mandiri, Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah

. Surat Tugas Monitoring BUMD

. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Usaha

Milik Daerah

Surat Tugas Reviu

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
Organisasi Perangkat Daerah

10.

Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja
Anggaran

CISC S KIS

11.

Laporan Hasil Reviu Kebijakan Umum
Anggaran Prioritas Plavon Anggaran
Sementara

<




NO

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

INSPEKTUR

JPTP lainnya

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

12,

Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Umum
Specific Grant

v

13.

Surat Tugas Penutupan Kas

v

INSPEKTUR PEMBANTU 3

1.

Surat Tugas Reviu Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.

Laporan Hasil Reviu Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

. Surat Tugas Evaluasi Zona Integritas

. Surat Usulan Satuan Kerja /Unit Kerja

Zona Integritas dari Tim Penilai Internal
ke Tim Penilai Nasional

. Surat Tugas Reviu Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

. Surat Tugas Reviu Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
dan Kabupaten

Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
dan Kabupaten




NO

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

INSPEKTUR

JPTP lainnya

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

. Surat Tugas Reviu Pelayanan Publik/Reviu

Bansos/Reviu Pelayanan Perizinan Non
Perizinan

v

v

10.

Laporan Hasil Reviu Pelayanan
Publik/Reviu Bansos/Reviu Pelayanan
Perizinan Non Perizinan

11.

SK Evaluator Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

12.

Surat Tugas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

13.

Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

14.

Surat Tugas Evaluasi Reformasi Birokrasi

15.

Laporan Hasil Evaluasi Reformasi
Birokrasi

INSPEKTUR PEMBANTU 4

i

Surat Tugas Audit Perangkat Daerah

2

Laporan Hasil Pemeriksaan Audit
Perangkat Daerah

3.

Surat Tugas Audit Kecamatan

. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit

Kecamatan

. Surat Tugas Audit Puskesmas




NO

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

INSPEKTUR

JPTP lainnya

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit

Puskesmas

v

Surat Tugas Audit Sekolah

o)

. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Sekolah

. Surat Tugas Monitoring/Pemantauan dan

Evaluasi Sekolah

10.

Laporan Hasil Pemeriksaan
Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi
Sekolah

g .

Surat Tugas Probity Audit

12.

Laporan Hasil Probity Audit

{

13.

Surat Tugas Pengawasan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gander

14.

Laporan Hasil Pemeriksaan Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gander

19,

Surat Tugas Reviu

16.

Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Khusus
Fisik

17.

Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan
Sendiri

18.

Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN

C IS QKIS




NO

Jenis Dokumen

Pejabat yang menadatangani

SEKDA

ASISTEN

INSPEKTUR

JPTP lainnya

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
SEKDA

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

a.n.
Bupati

Dalam
Jabatan

INSPEKTUR PEMBANTU 5

1. Surat Edaran Larangan Pungutan Liar dan

Gratifikasi terkait moment Hari Raya di
Lingkungan Pemkab Lamsel Tahun 2026

v

. Surat Tugas Pengembangan Informasi

Awal / Penelitian Awal (Susunan Tim
Eselon III ke bawah)

. Surat Tugas Pemeriksaan Dengan Tujuan

Tertentu, Audit Investigasi, Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara (Susunan Tim
Eselon II ke bawah)

. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan

Tujuan Tertentu, Audit Investigasi,
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

. SK Percepatan pemenuhan Monitoring

Controlling Surveillance For Prevention
Komisi Pemberantasan Korupsi (MCSP
KPK)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd
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LAMPIRAN V :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 232.) /I.10/HK/2026
TANGGAL : 20 ApriL 2026
DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS BIDANG PERIZINAN
Pejabat yang menadatangani
KEPALA JPTP lainnya
NO Jenis Dokumen SEEDA ARISTEN DPMPPTSP d
a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam
Bupati | Jabatan | SEKDA | Jabatan | Bupati | Jabatan | Bupati | Jabatan
1 | Keputusan Bupati tentang Online Single
Submission (OSS) il
2 | Keputusan Bupati tentang Kebersihan dan
Keamanan ol
3 | Keputusan Bupati tentang Driver v
4 | Keputusan Bupati tentang Resepsionis v
5 | Keputusan Bupati tentang Sistem Informasi
Perizinan Online v
(SIP-ON)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd
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LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 232, /I.10/HK/2026
TANGGAL : 20 ApeiL 2026

DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Pejabat yang menadatangani
SEKDA ASISTEN KEPALA DPMD JPTP lainnya

a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam a.n. Dalam
Bupati | Jabatan | SEKDA | Jabatan Bupati | Jabatan | Bupati | Jabatan

Jenis Dokumen

Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa v

\.}

Petikan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan
Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa

Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

AAYAAS

Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

NOoO bW

Surat Cuti Kepala Desa v
Surat Izin Kepala Desa v
Surat Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa &

Teguran Tertulis Kepada Kepala Desa

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd
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